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PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.TR
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 9 Agustus 1980,
NIK 640XXXX00001, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal
di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik
domisili dengan alamat email: haXXXh31l@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 8 Januari 1987, NIK
6403XXXX001, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru (PPPK), pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan  Timur, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 6 Maret

2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb
dalam register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA. TR tanggal 6 Maret 2024
yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Termohon pada tanggal 20 Juli 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA
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Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/24/V11/2006 tanggal 20 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam)
tahun di Jalan Kartini, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah-pindah dan terakhir
bertempat tinggal di Jalan M Iswahyudi Gang Garuda, RT. 3, Kelurahan
Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak
yang bernama:
3.1 ANAK | lahir di Berau, 4 Agustus 2010, SMP;
3.2 ANAK II lahir di Berau, 16 April 2012, SD;

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit didamaikan sejak Agustus 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adalah karena:

5.1. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal

tersebut Pemohon ketahui berawal dari laporan istri laki-laki tersebut

kepada pimpinan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan,
Pemohon dan Termohon awalnya berpisah ranjang kemudian Termohon
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena mengajar, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di
Jalan M Iswahyudi Gang Garuda, RT. 3, Kelurahan Rinding, Kecamatan
Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon
bertempat tinggal di Kampung Tepian Buah (Perumahan Guru), RT. 1,
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
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7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih
kurang lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri
tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon
tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan
Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon
merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon memiliki surat Rekomendasi cerai a.n. AIPTU
PEMOHON,S.H. NRP 80080083 Nomor: R/7/KEP./I/)2024 tanggal 31
Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor Berau POLDA
KALTIM,;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KTP) atas nama PEMOHON Nomor

640304098800001yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Januari 2023,

bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor

6403092608210007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Januari 2023,

bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/24/VI1/2006 tanggal 20

Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti
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surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;
4, Fotokopi Surat Rekomendasi Cerai an. AIPTU PEMOHON tanggal
31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Berau,
bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI |, tempat dan tanggal Lahir di Berau, 8 Januari 2022,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI,
bertempat tinggal di Marsma Iswahyudi, Gang Pipit, RT 04, Kelurahan
Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun
2023 akan tetapi sudah kenal sejak tahun 2005 saat saksi masih
SMP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di Jalan M Iswahyudi Gang Garuda, RT. 3, Kelurahan Rinding,
Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;
- Bahwa sejak September 2023 terjadi perselisihan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon
berselingkuh dengan laki- laki lain yang saksi ketahui saat proses
mediasi Pemohon dan Termohon di Polres Berau dan saksi juga ada
dalam proses mediasi tersebut;
- Bahwa proses mediasi di Polres Berau dilakukan berulang
kali akan tetapi saksi hanya satu kali menghadiri proses mediasi

antara Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak
tinggal dalam satu kediaman bersama lagi sejak September 2023
hingga saat ini sudah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah
tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya penasihatan dari saksi dan
instansi Polres Berau agar Pemohon dan Termohon rukun kembali
dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI Il, tempat dan tanggal Lahir di Balikpapan, 29 Juni 2003,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri,
bertempat tinggal di Marsma Iswahyudi, Gang Pipit Gang Il, RT 04,
Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun
2023 akan tetapi sudah kenal sejak tahun 2005 saat saksi masih
SMP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di Jalan M Iswahyudi Gang Garuda, RT. 3, Kelurahan Rinding,
Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;
- Bahwa sejak September 2023 terjadi perselisihan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon
berselingkuh dengan laki- laki lain yang saksi ketahui saat proses
mediasi Pemohon dan Termohon di Polres Berau;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon
dan Termohon dari cerita rekan-rekan saksi di kantor dan juga
atasan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses mediasi di Polres
Berau dilaksanakan sebanyak 3 kali berulang kali dan dihadiri oleh
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Pemohon dan Termohon, mediasi pertama dilaksanakan pada bulan
September 2023;

- Bahwa berdasarkan info dari atasan saksi di Polres Berau
Pemohon telah memiilki izin perceraian dari atasan karena Pemohon
dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi
tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Todano untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 di tambah
keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus
dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Juli 2006, oleh karena itu
permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan perkara
Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud
Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima
dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang
menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai
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Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon), oleh karena itu
permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal
66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara aquo dapat diterima dan
dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145
ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7
tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Pemohon telah menghadap ke
persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa
perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian
dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama
berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka
cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan
perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon
yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi
posita pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dikarenakan
Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal
dari laporan istri laki-laki tersebut kepada pimpinan Pemohon yang
mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6
(enam) bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun
dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan
sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan
verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus
dengan verstek, akan tetapi perkara aquo adalah perkara perkawinan yang
merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan
tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.4 yang diajukan Pemohon
tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana
sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020
tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan
berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon
yang bernama PEMOHON dan bertempat tinggal Kelurahan Rinding,
Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan
terbukti bahwa PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) sebagai
suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Juli 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Rekomendasi Cerai, yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan
terbukti bahwa PEMOHON merupakan anggota POLRI yang telah memiliki
rekomendasi cerai dari atasan langsung yakni Kepala Kepolisian Resor Berau
POLDA Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah
memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan
telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2
Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran saling
berkesesuaian keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus
dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi
tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai
alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga/orang
terdekat Pemohon dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi
tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain
dan relevan terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon tentang penyebab
terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan
Termohon serta terhadap Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk
menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap
bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Pemohon telah
memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal
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309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu
keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di
atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, serta
ketidakhadiran Termohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON
(Termohon) adalah suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak
tanggal 20 Juli 2006 yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan September 2023 dikarenakan Termohon berselingkuh
dengan laki-laki lain;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6
(enam) bulan lamanya;

4. Bahwa sudah ada upaya perdamaian/penasihatan akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di
atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara
dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang
menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim
menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah
tangga mereka dipandang telah pecabh;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah
atau tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama 6 (enam) bulan
lamanya hingga saat ini, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang
mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya
suami-isteri lagi serta keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menjatuhkan
Talak terhadap Pemohon, hal mana itu merupakan suatu bukti bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir
bathin) antara suami isteri (Mitsaqon ghalidlon) dengan tujuan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau
lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai,
maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak
ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat
dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga
sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini
telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 227 yang

berbunyi sebagai berikut :

¢ 0ol|=

e ot alll 55 VI 15252 Ol
Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan
lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu
apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan
Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup
bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga
tidak ada keinginan yang kuat menggunakannya hak-haknya di persidangan
untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan tidak
menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan secara
resmi dan patut, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan
bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya
tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat
jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-

Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

J.st.?s l.e.l.” 2.5‘..4.’ L?‘j)‘ J\S\-’dl? })‘ .A.Lil g.oag
)’S.n.u ,os_oJuu )._,\Sulq.n?Jg 8350 @S5Gy

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar
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kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta
dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di
atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa
tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi
dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut
sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan
sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi
dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu
lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari,
namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang
telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu
adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan
tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak
yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian

dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbunyi:
o Lanll cd> e o 2bo duw laodl <))

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar
hal-hal yang maslahat/positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan
Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan
alasan- alasan tersebut telah ~memenuhi  unsur-unsur perceraian
sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis
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permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadapTermohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan perkara aquo telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan
ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum
sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah
dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus
dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek
berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp196.000,00- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami
Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi
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Putusukma, S.H.l. dan Jafar Shodiq, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para
Hakim anggota tersebut dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Mejelis,

Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I Jafar Shodiq, S.H.l.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 51.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 196.000,00

(sératus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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